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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana K ekerasan Seksual mengatur bahwa
Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas dari Saksi dan/atau K orban dalam putusan
atau penetapan pengadilan. Merahasiakan informasi mengenai identitas korban tindak pidana kekerasan
seksual merupakan hal yang penting sebagai wujud pengejawantahan dari hak pelindungan korban atas
kerahasiaan identitas. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana penerapan pengadilan dalam merahasiakan
informasi dari identitas korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan. Dengan
menggunakan metode penilitian doktrinal, Tulisan ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan
pengaturan mekanisme publikas putusan antara Indonesia dengan Hongaria dan Italia, terkhusus dalam
perkaratindak pidana kekerasan seksual. Untuk memperdalam analisis, penulis mewawancari dua
narasumber, yaitu Marc van Opijnen selaku Peneliti Publikasi Putusan dalam Uni-Eropa dan Marsha
Maharani selaku Peneliti 1su Kekerasan Seksual dari Indonesia Judicial Research Society. Temuan dari
tulisan ini adalah putusan-putusan yang tidak melakukan pengaburan informasi identitas tindak pidana
kekerasan seksual di Indonesia. Sayangnya, putusan tersebut dipublikasi dalam situs web Direktori Putusan
Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh umum yang makin mencederai hak pelindungan korban atas
kerahasiaan identitasnya. Selain itu, temuan dari tulisan ini adal ah ketiadaan pengaturan mekanisme yang
mendetail yang dapat ditempuh oleh korban terhadap putusan pengadilan yang tidak merahasiakan identitas
dirinya. Adapun ketiadaan pengaturan mekanisme ini dapat berkaca dari pengaturan yang ada di Hongaria
dan Italia untuk menciptakan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal pengaburan informas
identitas korban dalam putusan pengadilan, yang berasas kepentingan terbaik bagi korban.

...... The Statute Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts stipulates that the Court
must maintain confidentiality of information containing the identities of Witnesses and/or Victimsin court
decisions or determinations. Maintaining the confidentiality of information regarding the identity of victims
of sexual violence crimesis crucial as a manifestation of the right to protect the victim's identity. This paper
will analyze how the courts implement the confidentiality of information regarding the identity of victims of
sexual violence crimesin court decisions. Using the doctrinal research method, this paper also amsto
compare the regulations on the publication mechanisms of judgments between Indonesia, Hungary, and
Italy, specifically in cases of sexual violence crimes. To degpen the analysis, the author interviewed two
informants, namely Marc van Opijnen as a Researcher on Court Decisions Publication in the European
Union and Marsha Maharani as a Researcher on Sexual Violence Issues from the Indonesia Judicial
Research Society. The findings of this paper reveal that some court decisions in Indonesia do not obscure
the identities of victims of sexual violence crimes. Unfortunately, these decisions are published in website
Direktori Putusan Mahkamah Agung, which is accessible to the public, thereby compromising the right to
protect the victim's identity. Additionally, the paper found a lack of detailed mechanisms that victims can
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pursue against court decisions that do not maintain the confidentiality of their identities. The absence of
these mechanisms can be reflected in the regulations in Hungary and Italy concerning the handling of sexual
violence crimes, specifically in obscuring the identities of victimsin court decisions, based on the best

interests of the victim.



